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BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



7.1	Kebijakan Umum 2014 – 2019

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005 – 2025, RPJMD periode ke-3 Tahun 2014 - 2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah. Tahap Ketiga ini juga ditujukan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kontribusi Kabupaten Garut terhadap pencapaian pembangunan secara menyeluruh.

Dalam konteks pembangunan nasional maupun propinsi Jawa Barat, beberapa kebijakan dan strategis telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014 -2019 untuk merespon percepatan pembangunan nasional dalam rangka implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, serta Inpres Nomor 3 Tahun 2010 untuk mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, serta Jawa Barat Sebagai Propinsi Termaju di Indonesia. Selain itu, fokus pembangunan daerah lebih diorientasikan dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut keluar dari status sebagai daerah kantong kemiskinan dan status sebagai daerah tertinggal di jawa barat. 

Kebijakan umum pemerintah daerah kabupaten Garut pada RPJMD 2014 - 2019 diarahkan pada :
1. Meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin ;
2. Membangun kualitas sumber daya manusia yang semakin unggul dan berkarakter, ditopang dengan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang makin baik serta penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya dan agama.
3. Mewujudkan perekonomian daerah berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah yang berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing.
4. Mengembangkan kearifan lokal, serta cluster usaha tingkat perdesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah.


7.2	Kebijakan Pembangunan Kewilayahan
Kebijakan pembangunan kewilayahan ditinjau dari penataan ruang Kabupaten Garut lebih diarahkan pada fungsinya sebagai kawasan penunjang pusat pertumbuhan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan konsepsi perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah Kabupaten Garut baik eksternal maupun internal adalah sebagai berikut :
1) Adanya pengembangan jalur lintas Selatan Jawa Barat yang akan mempengaruhi perkembangan kawasan yang dilintasi jalur tersebut karena adanya peningkatan aksesibilitas.
2) Adanya rencana pengembangan jalan tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan– Palimanan yang akan mempengaruhi perkembangan wilayah bagian Utara Kabupaten Garut seperti Kecamatan Malangbong, Selaawi, dan Limbangan karena adanya peningkatan aksesibiltas.
3) Adanya rencana pengembangan pelabuhan samudera yang melayani angkutan barang untuk mendukung kegiatan perikanan di wilayah Kabupaten Garut. Hal ini tentunya akan semakin memperkuat peran dan kedudukan Kabupaten Garut dalam Pengembangan Wilayah Propinsi Jawa Barat.
4) Adanya kebijakan penetapan kawasan lindung sebesar 45% dari luas seluruh wilayah Jawa Baratakan berdampak pada perubahan pola pemanfaatan ruang secara luas di wilayah Kabupaten Garut. Tanggungjawab dan peran wilayah Kabupaten Garut untuk mendukung kebijakan tersebut adalah memantapkan sekitar 85% wilayahnya untuk kawasan berfungsi lindung.
5) Adanya rencana pengembangan kawasan andalan Priangan Timur di wilayah Propinsi Jawa Barat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut maupun kawasan sekitarnya telah membuka peluang bagi wilayah Kabupaten Garut untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan terutama agribisnis dan pariwisata.
6) Perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah seyogyanya dilandasi oleh prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
7) Keterkaitan sektor-sektor ekonomi dalam usaha memacu pembangunan wilayah Kabupaten Garut dengan memperhatikan implikasi keruangan yang didasarkan atas komplementari antar sektor-sektor yang terpilih dalam wilayah yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan saling ketergantungan antar wilayah yang dalam jangkauan jangka panjang dapat membentuk satu kesatuan ekonomi wilayah.
8) Keterkaitan antara kawasan yang berkembang pesat dan sektor-sektor pengembangan utama dengan kawasan yang terisolir dan tertinggal pertumbuhannya. Dimaksudkan agar terjadi penebaran dan penjalaran pertumbuhan ke daerah-daerah yang tertinggal tersebut.

Adapun untuk Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 yaitu sebagai berikut:
(1)	Peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung, dengan strategi meliputi: 
a.	mempertahankan kawasan lindung yang telah ditetapkan;
b.	meningkatkan rehabilitasi dan konservasi lahan;
c.	memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah mengalami penurunan fungsi;
d.	meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil hutan kayu dan non kayu yang sesuai dengan kaidah konservasi;
e.	mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan buatan di kawasan lindung dengan pengembangan agrowisata dan ekowisata; dan 
f.	meningkatkan jasa lingkungan.
(2)	Pengembangan agribisnis yang berkelanjutan, dengan strategi meliputi: 
a.	meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan;
b.	mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan;
c.	mengembangkan budidaya peternakan pada kawasan permukiman perdesaan;
d.	mengembangkan pertanian terpadu ramah lingkungan;
e.	mengembangkan kawasan perikanan budidaya;
f.	mengembangkan agribisnis pada sentra-sentra produksi; dan
g.	mengembangkan pusat pemasaran hasil komoditas Kabupaten pada kawasan perkotaan dan objek wisata.
(3)	Pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal, dengan strategi meliputi:
a.	mengembangkan satuan kawasan wisata dengan objek unggulan wisata alam, budaya dan buatan. 
b.	mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
c.	meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan; dan
d.	meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya; dan
e.	meningkatkan pengembangan agrowisata.
(4)	Pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang terpadu dan berkelanjutan, dengan strategi meliputi:
a.	mengembangkan perikanan tangkap;
b.	mengembangkan budidaya perikanan;
c.	mengoptimalkan fungsi hutan bakau;
d.	mengembangkan budidaya laut;
f.	mengendalikan pencemaran di kawasan pesisir dan laut; dan 
g.	merehabilitasi kawasan pelestarian ekologi pesisir dan kawasan perlindungan bencana pesisir.
(5)	Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah, dengan strategi meliputi:
a.	mengembangkan jalan penghubung perkotaan dan perdesaan, antar perkotaan, antar perdesaan dan aksesibilitas antara pusat produksi dengan pusat pemasaran;
b.	reaktivasi dan mengoptimalkan sistem jaringan kereta api;
c.	mengoptimalkan pendayagunaan dan pengelolaan prasarana sumber daya air;
d.	mengembangkan sumber daya energi listrik dan meningkatkan infrastruktur pendukung;
e.	mengembangkan pembangkit listrik berskala kecil berbasis energi setempat;
f.	meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi; 
g.	mengembangkan sistem pengelolaan persampahan skala regional dan lokal; dan
h.	mengembangkan alokasi prasarana dan sarana fisik, sosial, dan ekonomi sesuai fungsi dan terintegrasi dengan struktur ruang wilayah.
(6)	Pengembangan pusat kegiatan, dengan strategi meliputi:
a.	mengembangkan PKL di wilayah utara dengan fungsi utama jasa dan perdagangan, pemerintahan dan permukiman perkotaan;
b.	mengembangkan kawasan PKL di wilayah selatan dengan fungsi utama agribisnis, kelautan, permukiman, pariwisata dan konservasi;
c.	mengembangkan PPK secara seimbang dalam konteks pelayanan dan pertumbuhan wilayah;
d.	mengembangkan PPL yang memiliki skala pelayanan PKL - PPL dan menunjang PPK; 
e.	mempercepat perwujudan pengembangan Kecamatan Mekarmukti untuk mengemban sebagai rencana ibukota atau pusat pemerintahan daerah pemekaran; dan
f.	mengembangkan keterkaitan antar pusat pelayanan. 
(7)	Pengendalian kegiatan pada kawasan rawan bencana, dengan strategi meliputi:
a.	mengendalikan pembangunan fisik pada kawasan rawan bencana;
b.	memanfaatkan penggunaan teknologi mitigasi bencana;
c.	mengembangkan kawasan budidaya yang dapat mempertahankan kawasan dari dampak bencana gerakan tanah berupa tanah longsor dan banjir;
d.	mengembangkan dan meningkatkan kualitas jalur evakuasi bencana;
e.	menetapkan kawasan evakuasi bencana; dan
g.	meningkatkan infrastruktur pada kawasan rawan bencana.
(8)	Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara, dengan strategi meliputi: 
a.	mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
b.	mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Kemanan;
c.	mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun disekitar Kawasan Strategis Nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
d.	turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.


Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Garut selama ini masih belum dapat mengatasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, dalam hal ini kesenjangan antarwilayah baik antar kabupaten/kota maupun antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Guna menjamin keseimbangan pembangunan daerah antarwilayah di Kabupaten Garut maka perlu disusun suatu kebijakan pembangunan kewilayahan. Dalam rangka menciptakan suatu rentang kendali yang proporsional dan mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan setiap wilayah maka ditetapkan melalui Kawasan strategis Kabupaten (KSK) Kabupaten Garut, yaitu sebagai berikut:
A. [bookmark: _Toc181890475][bookmark: _Toc182094567][bookmark: _Toc278688933]Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis Ekonomi Yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut, antara lain :
1. Kawasan Perkotaan Garut, dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan yang harus dilakukan berupa sinergitas dengan pengembangan wilayah sekitar dan menyelarasan struktur dan pola ruang, serta arah pengembangan wilayah agar terintegrasi dan saling mendukung dengan kawasan tetangga. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Banyuresmi, dan Karangpawitan. Pengembangan, pembangunan kawasan perkotaan di fokuskan pada :
1) Penataan Wilayah Perkotaan Garut;
2) Pelapisan hotmix ruas jalan perkotaan;
3) Perencanaan Pembangunan Jalan By Pass Tahap II;
4) Perencanaan pembangunan terminal tipe A perkotaan kota Garut;
5) Penanganan pengolahan limbah industri kulit;
6) Peningkatan penanganan pengelolaan PJU;
7) Rehabilitasi drainase perkotaan;
8) Pembangunan akses wisata Jalan alternatif Lingkar Cipanas dan Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata;
9) Perencanaan Pembangunan Sarana Olah Raga (SOR);
10) Pembangunan Art Centre;
11) Pengembangan Islamic Centre;
12) Peningkatan Rumah Sakit dr. Slamet menjadi Tipe B Pendidikan;
13) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
14) Pengembangan industri kreatif;
15) Perencanaan pembangunan kawasan Induk Pusat Pemerintahan (IPP) dan sarana fasilitas terpadu Pemerintah Kabupaten Garut;
16) Perencanaan pembangunan jalan alternatif Banyuresmi Situ Bagendit.

2. Kawasan Koridor Kadungora - Leles – Garut, dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan berupa kawasan transisi antara kegiatan perekonomian di Kota Bandung dan perkotaan Garut, berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional, dan perlu sinergitas infrastruktur. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Kadungora, Leles, Tarogong Kaler dan Tarogong Kidul. Pengembangan, pembangunan kawasan ini di fokuskan pada :
1) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
2) Perencanaan Pembangunan Jalan Alternatif Kadungora-Leles;
3) Pembangunan akses wisata Jalan alternatif Situ Cangkuang-Leles;
4) Perencanaan Pembangunan Terminal Barang di Kecamatan Leles.
5) Pengembangan kawasan agrowisata desa Haruman Kecamatan Kadungora
6) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
7) Pengembangan industri kreatif;

3. Kawasan Perbatasan Bagian Utara (Balubur Limbangan - Malangbong), dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan berupa perbatasan dengan Kabupaten Bandung, Sumedang dan Tasikmalaya yang akan mendapatkan pengaruh dari pembangunan jalan tol Pembangunan jalan Tol Cileunyi-Nagreg-Ciamis-Banjar dan berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Balubur Limbangan, Selaawi, Kersamanah, Cibatu dan Malangbong. Pengembangan, pembangunan kawasan perbatasan bagian utara di fokuskan pada :
1) Perencanaan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Kawasan Industri terpadu;
2) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
3) Perencanaan peningkatan pembangunan Terminal Tipe-B Malangbong;
4) Pembangunan jaringan irigasi Leuwigoong;
5) Perencanaan pembangunan jalan alternatif Garut – Cibatu;
6) Revitalisasi dan optimalisasi gedung trade centre di Bl. Limbangan;
7) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
8) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
9) Pengembangan industri kreatif;
10) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut
11) Pengembangan village breeding centre di Garut Utara;
12) Pengembangan kawasan agrowisata desa Barudua kecamatan Malangbong;
13) Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Garut Utara;
14) Perencanaan pembangunan jalan alternatif Limbangan – Malangbong;
15) Perencanaan pembangunan jalan alternatif kota Balubur Limbangan.

4. Kawasan Perbatasan Bagian Timur (Singajaya Dan Sekitarnya), dengan kriteria kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal didalam wilayah kabupaten. Isu penanganan berupa perbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya yang perlu dipacu perkembangannya disebabkan infrastruktur yang kurang memadai, sehingga kawasan ini kurang terintegrasi dengan sistem wilayah. Mengantisipasi terhadap potensi kerawanan terhadap konflik sosial. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Banjarwangi, Singajaya, Peundeuy dan Cihurip. Pengembangan, pembangunan kawasan perbatasan bagian timur di fokuskan pada :
1) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta konservasi sumberdaya air;
2) Elektrifikasi rumah tangga;
3) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
4) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
5) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut; 
6) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
7) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
8) Pengembangan desa mandiri pangan;
9) Pengembangan village breeding centre di Garut Selatan; 
10) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
11) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan;
12) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
13) Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Banjarwangi. 
5. Kawasan Perbatasan Bagian Barat (Caringin – Cisewu - Talegong), dengan kriteria kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal didalam wilayah kabupaten. Isu penanganan berupa sebagian besar memiliki fungsi sebagai kawasan lindung. Kondisi ini perlu strategi khusus dalam memacu pertumbuhan wilayahnya yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di sekitarnya dan mengantisipasi terhadap potensi kerawanan terhadap konflik sosial. Berbatasan dengan Cianjur dan Kabupaten Bandung dengan ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Kecamatan Caringin, Cisewu dan Talegong. Kawasan ini memiliki banyak limitasi untuk pengembangan wilayahnya. Topografi yang curam dengan kemiringan lereng rata-rata 25% hingga 40% menyebabkan kawasan ini memiliki fungsi sebagai kawasan lindung. Kondisi ini perlu strategi khusus dalam memacu pertumbuhan wilayahnya. Pengembangan, pembangunan kawasan perbatasan bagian barat di fokuskan pada :
1) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
2) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
3) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut; 
4) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta konservasi sumberdaya air;
5) Elektrifikasi rumah tangga;
6) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan
7) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
8) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
9) Pengembangan desa mandiri pangan;
10) Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Caringin.
	
6. Kawasan Agropolitan Cisurupan Dan Sekitarnya, dengan kriteria sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Ruang lingkup wilayah meliputi Cisurupan, Cikajang, Cigedug, Sukaresmi, Pasirwangi dan Bayongbong. Pengembangan, pembangunan kawasan Cisurupan dan sekitarnya di fokuskan pada :
1) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
2) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta konservasi sumberdaya air;
3) Elektrifikasi rumah tangga;
4) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
5) Pengembangan industri kreatif;
6) Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata;
7) Pengembangan kawasan agropolitan di kecamatan Cisurupan dan sekitarnya;
8) Pengembangan Kawasan Agropolitan Jagung;
9) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
10) Pengembangan desa mandiri pangan;
11) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan
12) Pengembangan Kampung Domba Indonesia (KDI) di Kecamatan Cikajang;
13) Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut, penangkaran benih kentang dan padi ketan;
14) Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut;
15) Peningkatan akses Jalan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Darajat;
7. Kawasan Minapolitan, dengan kriteria sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Isu penanganan berupa sektor unggulan minapolitan air tawar yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Tarogong Kaler, Sukaweining, Pangatikan, Sucinaraja, Wanaraja dan Karangpawitan. Pengembangan, pembangunan kawasan ini di fokuskan pada :
1) Pembangunan akses Jalan Alternatif Pasar Wanaraja; 
2) Pembangunan Jalan Penghubung Kecamatan Karangpawitan-Banyuresmi;
3) Pengembangan Kawasan Agropolitan Jagung;
4) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
5) Pengembangan desa mandiri pangan;
6) Pengembangan minapolitan di Kecamatan Tarogong Kaler dan daerah sekitarnya;
7) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
8) Pengembangan industri kreatif;

8. Kawasan Koridor Jalan Lintas Jabar Selatan, dengan kriteria sebagai Kawasan yang berpengaruh terhadap perkembangan wilayah koridornya termasuk Kawasan Garut bagian Selatan dengan dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Isu penanganan berupa dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi dan perlu sinergitas infrastruktur. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, Pakenjeng, Mekarmukti, Bungbulang dan Caringin. Berpengaruh terhadap perkembangan wilayah koridornya termasuk Kawasan Garut bagian selatan dengan dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Pengembangan, pembangunan kawasan ini di fokuskan pada :
1) Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Pameungpeuk;
2) Peningkatan akses Jalan Bungbulang – Cijayana dan Bungbulang – Sukarame;
3) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
4) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
5) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut; 
6) Peningkatan produksi hasil laut melalui pengembangan sarana dan prasarana penangkapan dan areal tangkap.
7) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
8) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
9) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan;
10) Peningkatan Rumah Sakit Pameungpeuk menjadi Tipe D;
11) Pembangunan Kawasan Industri dan Kawasan Peternakan;
12) Pengembangan village breeding centre di Garut Selatan;
13) Pengembangan kawasan destinasi wisata pantai Garut Selatan. 

B. Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya
Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya di Kabupaten Garut, adalah : 
1) Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat Dukuh. Kriteria sebagai Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya dan yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya. Isu penanganan yaitu mempertahankan suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat, pelestarian cagar budaya, dan tempat perlindungan peninggalan budaya. Kampung Dukuh terletak di Kecamatan Cikelet merupakan desa dengan suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat. Masyarakat Kampung Dukuh mempunyai pandangan hidup yang berdasarkan pada sufusme pada Mazhab Imam Syafii. Landasan budaya tersebut berpengaruh pada bentukan fisik desa tersebut serta adat istiadat masyarakat. Masyarakat Kampung Dukuh sangat menjunjung keharmonisan dan keselarasan hidup bermasyarakat. Paham ini berpengaruh pada bentuk bangunan di Kampung Dukuh yang tidak menggunakan dinding dari tembok dan atap genteng serta jendela kaca. Hal ini menjadi salah satu aturan yang dilatarbelakangi alasan bahwa hal yang berbau kemewahan akan mengakibatkan suasana hidup bermasyarakat menjadi tidak harmonis. Di kampung ini tidak diperkenankan adanya listrik dan barang-barang elektronik lainnya yang dipercaya selain mendatangkan manfaat juga mendatangkan kemudaratan yang tinggi pula. Alat makan yang dianjurkan terbuat dari pepohonan seperti layaknya bangunan, misalnya bambu batok kelapa dan kayu lainnya. Material tersebut dipercaya lebih memberikan manfaat ekonomis dan kesehatan karena bahan tersebut tidak mudah hancur atau pecah dan dapat menyerap kotoran. 
2) Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat Pulo. Kriteria sebagai Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya dan yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya. Isu penanganan yaitu mempertahankan suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat, pelestarian cagar budaya, dan tempat perlindungan peninggalan budaya. Kampung Adat Pulo yang masih memegang teguh adat istiadat karuhunnya berada pada komplek Danau/Situ Cangkuang Kecamatan Leles yang dikelilingi oleh pemandangan alam pegunungan yang tepat pada tengahnya terdapat pulau yang didalamnya berdiri sebuah Candi Hindu peninggalan abad ke XVII. Untuk mencapai Candi dan Kampung Adat tersebut wisatwan dapat menyewa rakit yang mempunyai daya tampung sampai 30 orang, terdapat pula sebuah museum yang menyimpan berbagai jenis benda peninggalan dari masa Hindu dan Islam.


C. [bookmark: _Toc181890472][bookmark: _Toc182094564][bookmark: _Toc278688930]Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
  	Kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Garut, adalah Kawasan Wisata Cipanas, dengan kriteria sebagai kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian dan kawasan rawan bencana alam. Isu penanganan yaitu meningkatkan potensi objek wisata alam yaitu pemandian air panas dan Taman Wisata Alam sehingga menjadi potensi kawasan yang cepat tumbuh dan berkembang, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan aksesibilitas dan sarana penunjang wisata, dan merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten. Kawasan Wisata Cipanas di Kecamatan Tarogong Kaler, merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten. Kawasan ini memiliki potensi untuk cepat berkembang dikarenakan memiliki potensi alam sebagai objek wisata alam yaitu pemandian air panas, potensi kawasan wisata khas Cipanas, potensi kawasan wisata agro dan potensi kawasan wisata alam lainnya. 

7.3	Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya guna memperoleh pendapatan untuk mencapai hidup layak, peningkatan derajat kesehatan agar meningkat usia hidup panjang dan sehat dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).
Menurut UNDP (1990), pembangunan manusia secara holistik salah satunya berupa suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (“a process of enlarging people’s choices”). Paradigma pembangunan manusia menurut UNDP (1995), terdiri dari 4 (empat) komponen utama, yaitu : 
(1) Produktivitas, masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia, 
(2) Ekuitas, masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini, 
(3) Kesinambungan, akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup, harus dilengkapi, 
(4) Pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.
Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) merupakan suatu indikator pembangunan manusia yang diperkenalkan UNDP pada tahun 1990 mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan peluang hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan hidup layak (decent living). Pada konsep pembangunan manusia, UNDP menyusun suatu indeks komposit berdasarkan empat indikator, yaitu Angka Harapan Hidup; Angka Melek Huruf penduduk dewasa (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Daya Beli (Purchasing Power Parity; PPP).
IPM menjadi alat ukur dalam memantau tingkat pembangunan manusia yang dipergunakan UNDP dalam menyusun laporan tahunan pencapaian HDI (Human Development Index) setiap negara di dunia, demikian halnya dengan Indonesia beserta Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, menggunakan indeks ini (IPM) untuk memantau kemajuan dari pembangunan manusia antar wilayah.
Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut sampai dengan tahun 2012 berada pada level menengah atas (Klasifikasi UNDP) dengan nilai sebesar 72,12 poin masih terpaut 1,07 poin dari pencapaian IPM Jawa Barat sebesar 73,19 poin dan terpaut 1,17 poin dari IPM Nasional sebesar 73,28poin, dan pada tahun 2013 diproyeksikan mencapai 72,73 poin. 
Pada komponen kesehatan, pencapaian nilai Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Garut pada tahun 2012 sebesar 66,39 tahun, masih terpaut 2,21 tahun dari AHH Jawa Barat sebesar 68,60 tahun dan terpaut 3,48 tahun dari AHH Nasional sebesar 69,87 tahun. Pencapaian Angka Harapan Hidup berkaitan erat dengan Angka Kematian Bayi (AKB). Hal ini memberikan indikasi bahwa kebijakan pembangunan bidang kesehatan perlu ditingkatkan dalam rangka menekan tingkat kematian bayi yang mencapai 49,95 kasus kematian per 1.000 kelahiran hidup (terpaut 19,95 kasus kematian per 1.000 kelahiran hidup dari capaian Jawa Barat sebesar 30 kasus kematian per 1.000 kelahiran hidup). AKB sangat dipengaruhi oleh derajat kesehatan ibu, anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang sangat muda dan sangat tua saat melahirkan menggambarkan resiko kematian yang tinggi. Semakin rendah tingkat kesehatan ibu, semakin tinggi resiko terjadinya kematian bayi dan kematian ibu melahirkan. Angka Kematian Ibu akibat melahirkan (AKI) pada tahun 2012 mencapai 193,29 kasus kematian per 100.000 kelahiran hidup.
Oleh karena itu, untuk dapat mengejar ketertinggalan pencapaian AHH tersebut, mutlak diperlukan program-program percepatan di bidang kesehatan untuk dapat menekan angka kematian bayi serta mewujudkan tingkat ketersediaan dan penyebaran fasilitas serta tenaga medis yang memadai. Disamping itu lebih penting lagi, diperlukan pengembangan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang perlu terus ditingkatkan. Kebutuhan dasar ini perlu pula didukung peningkatan SDM tenaga kesehatan, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sehingga dengan demikian diharapkan tingkat keterjangkauan masyarakat pada pelayanan kesehatan dapat maksimum guna menunjang pembangunan di bidang kesehatan. Secara khusus, upaya yang dapat ditempuh dalam akselerasi penurunan AKB dan AKI diantaranya :
(a) Memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan strategis pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dalam penanganan kesehatan ibu dan anak terutama di daerah tertinggal; 
(b) Memenuhi kebutuhan ber-KB (unmetneed) karena terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan kontrasepsi; 
(c) 	Meningkatkan jumlah puskesmas mampu Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan peningkatan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) pada rumah sakit dalam mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak; 
(d)	Menjamin penyediaan obat dan vaksin terutama pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar.

Pada komponen pendidikan, indikator pendidikan yang merepresentasikan dimensi pengetahuan dalam IPM adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas sumber daya manusia. Angka melek huruf menggambarkan persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang mampu baca tulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal.
Derajat pendidikan masyarakat secara makro yang diukur dari pencapaian Angka Melek Huruf (AMH) pada tahun 2012 sebesar 98,98%, relatif lebih baik dibandingkan AMH Jawa Barat sebesar 96,39% maupun Nasional sebesar 93,25%, dan pada tahun 2013 diproyeksikan sebesar 99,28%. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa sampai dengan Tahun 2013 kemampuan baca masyarakat Kabupaten Garut terus mengalami kenaikan. Namun untuk komponen pendidikan lainnya yaitu nilai Rata-rata Lama Sekolah (RLS), pada Tahun 2012 mencapai 7,37 tahun (masih terpaut 0,71 tahun dari RLS Jawa Barat dan Nasional sebesar 8,08 tahun), sementara pada tahun 2013, RLS diproyeksikan mencapai 7,57 Tahun.
Masih relatif rendahnya pencapaian rata-rata lama sekolah dimungkinkan karena masih cukup besarnya penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat pendidikan dasar, sehingga meskipun partisipasi sekolah penduduk usia muda sudah sedemikian dipacu peningkatannya, namun belum terasa hasilnya secara nyata. Cara paling efektif untuk menaikkan waktu rata-rata lama sekolah bukan dengan menyekolahkan kembali penduduk yang telah berusia lanjut, akan tetapi dengan mengupayakan agar tidak ada lagi peserta didik yang putus sekolah. Oleh karenanya, untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, upaya yang dapat ditempuh antara lain :
(a) memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang pendidikan melalui peningkatan partisipasi dan mutu sekolah jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah universal, dan pendidikan tinggi yang berdaya saing, serta peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; 
(b) peningkatan aksesibilitas pendidikan dalam rangka meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat, melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sekolah melalui pembangunan USB, RKB, peningkatan perbaikan/rehab sekolah, maupun penyelenggaraan pendidikan SMP Terbuka/Satu Atap; 
(c) khusus bagi penduduk putus sekolah yang belum mengenyam pendidikan dasar maupun menengah pertama meskipun usianya telah beranjak dewasa, perlu disusun intervensi strategis dalam upaya menaikkan kualitas SDM dari sisi pendidikan, diantaranya dengan lebih mengoptimalkan pemanfaatan pendidikan luar sekolah (PLS) seperti, program Paket A, B dan C dan keaksaraan fungsional.
Komponen Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Kemampuan tersebut sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli. Dengan demikian, kemampuan daya beli masyarakat antara satu wilayah dengan wilayah lain berbeda. Kemampuan Daya Beli atau Purchasing Power Parity (PPP) masyarakat Kabupaten Garut pada tahun 2012 mencapai Rp. 641.280,- relatif lebih tinggi dibandingkan pencapaian PPP Jawa Barat sebesar Rp. 638.900,- maupun Nasional sebesar Rp. 641.040,-, dan pada tahun 2013 PPP diproyeksikan sebesar Rp.643.050,-.
Untuk meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah perlu lebih diarahkan pada upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan riil masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha-usaha produktif dan mengurangi beban biaya hidup masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, langkah-langkah yang dapat ditempuh di antaranya adalah:
1. Mendorong berkembangnya ekonomi lokal, yaitu usaha yang memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal serta melibatkan pelaku usaha lokal, melalui kegiatan-kegiatan pelatihan kewirausahaan, pemanfaatan teknologi tepat guna dan penyuluhan;
2. Menciptakan iklim usaha yang dapat menarik para investor baik lokal, domestik maupun asing untuk menanamkan investasinya pada berbagai bidang usaha yang akan memperkuat perekonomian daerah, mengingat Kabupaten Garut memiliki faktor produksi, pasar domestik dan sumber daya alam yang cukup besar. Dalam upaya meningkatkan dan memperkuat investasi daerah maka diperlukan suatu penataan yang terencana dan komprehensif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, yang dimulai dari peningkatan kemudahan perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); penataan regulasi peraturan daerah yang diselaraskan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi (tingkat nasional) dalam mendukung penciptaan iklim investasi; promosi produk; bantuan pemasaran dan kepastian ketersediaan lahan; fasilitasi pemilihan fokus bidang usaha yang berbasis kemampuan/potensi lokal dan selanjutnya didorong menuju produk yang berdaya saing yang dapat memberi manfaat bagi pengembangan potensi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja dan akhirnya meningkatkan perekonomian lokal yang berdaya saing; fasilitasi kerjasama dunia usaha antar daerah dalam mendorong peningkatan usaha yang bersifat lintas wilayah;
3. Memberikan fasilitasi dan pembinaan kepada kalangan dunia usaha dan wirausahawan untuk dapat meningkatkan produktivitasnya sehingga dapat mendorong perluasan lapangan kerja, khususnya Usaha Kecil Menengah (UKM) pada agribisnis dan rantai-rantainya selaku sektor yang sangat dominan dengan bahan baku lokal yang dapat meminimalisasi larinya nilai tambah keluar daerah (Withdrawal) ;
4. Mendorong promosi produk unggulan daerah;
5. Mengembangkan sistem perdagangan yang dapat menjaga stabilitas harga komoditi yang diterima petani produsen;
6. Menggerakkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi pariwisata dan budaya daerah, pengelolaan potensi sumber daya alam yang masih terpendam dan lahan-lahan tidur pertanian dalam upaya untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas penduduk dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada pemerataan dan pertumbuhan.
Selanjutnya, dalam rangka mengurangi biaya hidup masyarakat, langkah-langkah yang dapat ditempuh diantaranya adalah:
1. Memperluas penerapan jaminan kesehatan daerah melalui program BPJS;
2. Memperluas program pendidikan gratis untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah;
3. Mengkoordinasikan implementasi program-program penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan ketepatan sasaran.

7.4	Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah disusun dengan prinsip yang mengacu pada nilai dasar yang berkenaan dengan tujuan yaitu kesamaan hak dan tanpa perbedaan dan manfaat bersama, serta nilai yang berkenaan dengan proses meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, keterwakilan, keberlanjutan, kemitraan dan keterpaduan.
Kebijakan untuk program penanggulangan kemiskinan pada hakekatnya merupakan kebijakan publik yang berpihak pada orang miskin. Oleh karena itu, kebijakan tersebut harus diterjemahkan dalam pembangunan yang berpihak pada kaum miskin (pro poor development) dan pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada kaum miskin (pro poor growth). 
Berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman, serta kerangka berpikir yang melatarbelakangi upaya penanggulangan kemiskinan melalui kesepakatan segenap pihak yang berkepentingan telah dirumuskan empat kebijakan utama dalam menyusun program penanggulangan kemiskinan, yaitu sebagai berikut :
(1) Kebijakan Perluasan kesempatan Kerja dan Berusaha
Strategi yang dilakukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.
(2) Kebijakan Pemberdayaan kelembagaan masyarakat
Strategi yang dilakukan untuk memperkuat kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat, dan memperluas partisipasi masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar. Kebijakan yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat. 
(3) Kebijakan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia
Strategi yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan  berusaha masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan. 
(4) Kebijakan Perlindungan sosial dan lingkungan
Strategi yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan (perempuan kepala rumah tangga, fakir miskin, orang jompo, anak terlantar, kemampuan berbeda/penyandang cacat) dan masyarakat miskin baru laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial. 

Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara singkat dan sekaligus karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan keterbatasan sumberdaya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar. Oleh sebab itu, rencana aksi penanggulangan kemiskinan dipusatkan pada prioritas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumberdaya alam, rasa aman, dan berpartisipasi dengan memperhitungkan kemajuan secara bertahap. 
Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan daerah, upaya terobosan dalam 5 (lima) tahun mendatang, antara lain :
1.	Penyusunan Masterplan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Garut (MP3KG) beserta roadmap dan Rencana Aksinya.
2.	Validasi data sasaran penanggulangan kemiskinan menggunakan pendekatan by name by adress.
3.	Dinamisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) melalui: 1) Rapat Koordinasi yang terjadwal (minimal dilakukan setiap triwulan), 2) Menggunakan Sistem Ban Berjalan, melalui instrumen-instrumen monitoring dan evaluasi, dan 3) Penyediaan anggaran yang memadai.
4.	Menyusun dan mengembangkan model penanggulangan kemiskinan berdasarkan best practice. Beberapa best practice dengan model pendekatan kawasan tertentu yang memiliki karakteristik diantaranya kawasan sekitar hutan (model Desa Sarimukti Kecamatan Pasirwangi, tentang masalah pendidikan dan Desa Barusari Kecamatan Pasirwangi tentang Peran dunia usaha dan Perguruan Tinggi dalam pengurangan kemiskinan); kawasan perkotaan (model Desa Galih Pakuwon Kecamatan Limbangan tentang Home Industry kulit); kawasan perkebunan (model Desa Sagara Kecamatan Cibalong tentang reforma agraria); dan kawasan perbatasan (model Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera).
5.	Menjadikan program penanggulangan kemiskinan sebagai suatu GERAKAN DAERAH.  Program Penanggulangan Kemiskinan hendaknya dilakukan secara terintegrasi melalui penegakkan komitmen bersama para pemangku kepentingan sebagai pilar-pilar utama pembangunan, diantaranya dengan memasukkan program-program GARUT INTAN, (misalnya Kamis Berbagi).  Kemiskinan ini  harus diberantas dengan gerakan secara menyeluruh dan bersifat lokal. Oleh karena itu, gerakan ini juga mesti direncanakan dengan melibatkan elemen masyarakat di tingkat akar rumput dengan memperhatikan potensi lokal yang dimiliki masyarakat.
Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dalam lima tahun mendatang memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat yang mempunyai otoritas dan bertanggung jawab atas terwujudnya rencana aksi penanggulangan kemiskinan yang mencakup wewenang dalam melakukan koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan, penyusunan anggaran, monitoring dan evaluasi. Selain itu, perlu didukung oleh kemitraan dan kerjasama berbagai pelaku dan peran dan keterpaduan langkah dari berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Garut, lembaga perwakilan, pelaku usaha, organisasi masyarakat, organisasi profesi, maupun unsur perguruan tinggi.

7.5	Kebijakan Percepatan Pengentasan Status Daerah Tertinggal 
Pada tahun 2005, Kementerian PDT menetapkan Kabupaten Garut sebagai salah satu daerah tertinggal di antara 199 daerah tertinggal di seluruh Indonesia melalui Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor: 001/KEP/M-PDT/I/2005. Dari identifikasi desa tertinggal di wilayah Kabupaten Garut yang dilakukan pada tahun 2007 dan 2011, proporsi desa tertinggal telah mengalami penurunan 17% dari sebesar 49% (207 desa) pada tahun 2007 menjadi 32% (137 desa) pada tahun 2011. Kondisi tersebut menunjukkan keberhasilan pelaksanaan berbagai program pengentasan desa tertinggal di Kabupaten Garut yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Garut bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam rangka percepatan pengentasan Kabupaten Garut keluar dari status sebagai daerah tertinggal, upaya yang perlu dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat diwujudkan melalui 3 (tiga) fokus utama, yaitu:
1.	Membangun kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi berlandaskan nilai agama, sosial dan budaya sesuai kearifan lokal.
2.	Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata disertai pengembangan seni budaya daerah.
3.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan dan fungsi ruang.
Dengan melihat keterkaitan antara kondisi dan permasalahan ketertinggalan di Kabupaten Garut dengan kebijakan nasional, kebijakan Provinsi Jawa Barat, maupun Kebijakan Pembangunan Kabupaten Garut, maka rumusan strategi untuk percepatan pengentasan desa tertinggal di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut.
1.	Meningkatkan pelayanan dasar kesehatan.
2.	Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
3.	Meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar.
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Gambar 7.1 Strategi Percepatan Pengentasan Desa Tertinggal 
di Kabupaten Garut
Rumusan program yang berkaitan dengan strategi percepatan pengentasan desa tertinggal di Kabupaten Garut disajikan pada tabel 7.1.

Tabel 7.1
Strategi dan Program Percepatan Pengentasan Desa Tertinggal 
di Kabupaten Garut
	Strategi
	Program

	1. Meningkatkan pelayanan dasar kesehatan.

	· Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya.
·  Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.
·  Peningkatan pelayananan kesehatan anak balita.
· Upaya kesehatan masyarakat.

	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
	· Pembangunan infrastruktur perdesaan.
· Peningkatan kesejahteraan petani.
· Peningkatan penerapan teknologi pertanian.
· Pengembangan agribisnis pertanian.

	3. Meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar.

	· Pembangunan jalan dan jembatan.
· Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.
· Pembangunan infrastruktur perdesaan.
· Pengembangan kinerja air minum dan air limbah wilayah perdesaan.
· Pembangunan lingkungan sehat pemukiman dan perumahan.
· Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.
· Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
· Perbaikan akibat bencana alam/sosial.
· Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam.



Desa yang menjadi prioritas sasaran untuk dientaskan dari ketertinggalan meliputi desa pada kawasan kecamatan maju, kawasan kecamatan berkembang, kawasan agropolitan, kawasan kerja pertambangan, kawasan kerja perkebunan, dan kawasan produk unggulan kabupaten sebagai berikut :
· Kawasan Kecamatan Maju
Sebanyak 9 (sembilan) desa tertinggal pada kawasan kecamatan maju yang diwilayahnya hanya terdapat 1 (satu) Desa tertinggal, yaitu Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja, desa Hegarsari Kecamatan Kadungora, Desa Margacinta Kecamatan Leuwigoong, Desa Girijaya Kecamatan Kersamanah, Desa Cinta Kecamatan Karangtengah, Desa Samida Kecamatan Selaawi, Desa Sindangsari Kecamatan Cigedug, Desa Cisangkal Kecamatan Cihurip dan Desa Bojong Kecamatan Pameungpeuk.

· Kawasan Kecamatan Berkembang
Sebanyak 14 (empat belas) desa tertinggal pada kawasan kecamatan berkembang yang diwilayahnya hanya terdapat 2 (dua) Desa tertinggal, yaitu Desa Cipancar dan Desa Kandangmukti Kecamatan Leles, Desa Sukalilah dan Desa Padasuka Kecamatan Cibatu, Desa Pangeureunan dan Desa Simpen Kaler Kecamatan Limbangan, Desa Cibiuk Kidul dan Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk, Desa Panjiwangi dan Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler, Desa Jagabaya dan Desa Karangwangi Kecamatan Mekarmukti dan Desa Cimahi dan Dan Desa Indralayang Kecamatan Caringin.

· Kawasan Agropolitan
Sebanyak 21 (dua puluh satu) Desa tertinggal yang terdapat di kawasan yang telah ditetapkan oleh Menko Ekonomi sebagai kawasan agropolitan, antara lain : (1). Desa Sindangsari Kecamatan Cigedug; (2). Desa Cipangramatan, Desa Girijaya dan Desa Keramatwangi Kecamatan Cikajang; (3). Desa Cipaganti, Desa Pamulihan, Desa Sirnajaya, Desa Situsari dan Desa Sukatani Kecamatan Cisurupan; (4). Desa Ciela, Desa Karyajaya, Desa Mekarsari dan Desa Salakuray Kecamatan Bayongbong; (5). Desa Mekarjaya, Desa Padamukti dan Desa Sukajaya Kecamatan Sukaresmi; (6). Desa Barusari, Desa Padamulya, Desa Padasuka, Desa Sarimukti dan Desa Talaga Kecamatan Pasirwangi.

· Kawasan Kerja Pertambangan
Sebanyak 14 (empat belas) Desa tertinggal yang terdapat di wilayah kerja pertambangan (IUP PT. Aneka Tambang, Tbk dan WKP Panas Bumi PT. Pertamina GE serta PT. Chevron GI) melalui program CSR, antara lain : (1). Desa Garumukti dan Desa Linggarjati Kecamatan Pamulihan; (2). Desa Bojong, Desa Gunung Jampang, Desa Gunamekar, Desa Margalaksana, Desa Mekarbakti, Desa Mekarjaya, Desa Sirnajaya dan Desa Hegarmanah Kecamatan Bungbulang; (3). Desa Cisarua, Desa Parakan, Desa Sukalaksana dan Desa Tanjungkarya Kecamatan Samarang.

· Kawasan Kerja Perkebunan
Sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Desa tertinggal yang terdapat di wilayah kerja perkebunan besar swasta (PT. Condong dan PT. Nusamba) dan perkebunan negara (PTPN), antara lain : (1). Desa Ciroyom, Desa Girimukti, Desa Karangsari, Desa Kertamukti, Desa Linggamanik, Desa Tipar dan Desa Awas Sagara Kecamatan Cikelet; (2). Desa Cigaronggong, Desa Maroko, Desa Mekarmukti, Desa Mekarwangi, Desa Sagara, Desa Sancang, Desa Simpang dan Desa Najaten; (3). Desa Cihaurkuning, Desa Cikondang, Desa Depok, Desa Margamulya, Desa Panyindangan, Desa Sindangsari dan Desa Sukamukti; (4). Desa Dagiang, Desa Dawungsari, Desa Kolot, Desa Karyamekar dan Desa Mekarmukti Kecamatan Cilawu.

· Kawasan Produk Unggulan Kabupaten
Sebanyak 12 (dua belas) Desa tertinggal yang terdapat di kawasan yang direncanakan oleh Kementerian PDT sebagai lokasi sasaran Program Unggulan Kabupaten dan Bedah Desa, antara lain : (1). Desa Saribakti Kecamatan Peundeuy; (2). Desa Jayabakti dan Desa Mulyajaya Kecamatan Banjarwangi; (3). Desa Pancasura Kecamatan Singajaya; (4). Desa Cisangkal Kecamatan Cihurip; (5). Desa Neglasari Kecamatan Cisompet; (6). Desa Jagabaya Kecamatan Mekarmukti; (7). Desa Cipangramatan, Desa Girijaya dan Desa Kramatwangi Kecamatan Cikajang; (8). Desa Sirnajaya Kecamatan Cisurupan.

Adapun untuk merealisasikan kebijakan tersebut, maka disusun program kegiatan percepatan pembangunan pengentasan ketertinggalan, yaitu sebagai berikut:
Tabel 7.2
Program Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal
Di Kabupaten Garut Tahun 2014-2019
	No
	Program
	SKPD Penanggungjawab

	1
	Pembangunan dan Peningkatan Ruas Jalan Bungbulang - Cijayana
	Dinas Bina Marga

	2
	Pembangunan dan Peningkatan Ruas Jalan Panunjuk - Pasirwangi - Darajat
	Dinas Bina Marga

	3
	Pembangunan dan Peningkatan Ruas Jalan Sukamerang - Cibatu
	Dinas Bina Marga

	4
	Pembangunan dan Peningkatan Ruas Jl. Toblong - Simpang
	Dinas Bina Marga

	5
	Pembangunan dan Peningkatan Ruas Jl. Simpang - Cibaregbeg
	Dinas Bina Marga

	6
	Pembangunan dan Peningkatan Ruas Jl. Pakenjeng lama - Sp. Burujul/ Nangkaruka
	Dinas Bina Marga

	7
	Pembangunan dan Peningkatan Ruas Jl. Tegalgede - Bojongrandu
	Dinas Bina Marga

	8
	Pembangunan dan Peningkatan Ruas Jl. Talegong - Selaawi
	Dinas Bina Marga

	9
	Pembangunan dan Peningkatan Ruas Jl. Cikajang - Cikandang
	Dinas Bina Marga

	10
	Pembangunan dan Peningkatan Ruas Jl. Cisarua - Cisewu
	Dinas Bina Marga

	11
	Pembangunan dan Peningkatan Ruas Jl. Pameungpeuk - Bojong
	Dinas Bina Marga

	12
	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Tertinggal 
· Pembangunan Jalan Desa 
· Pembangunan pasca bencana jembatan rawayan 
· Penyediaaan air bersih 
· Rehabilitasi jaringan irigasi perdesaan 
· Penyediaan listrik perdesaan 
· Rehab kantor desa
	Dinas Bina Marga,
Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Dinas SDAP

	13
	Peningkatan Puskesmas TTP menjadi DTP
	Dinas Kesehatan

	14
	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Akselerasi Penurunan AKI – AKB
	Dinas Kesehatan

	15
	Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (RSUD Pameungpeuk)
	RSUD Pameungpeuk

	16
	Intensifikasi pengembangan agribisnis jagung di wilayah Garut Tengah dan Garut Selatan 
	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

	17
	Pengembangan bibit kentang industri Di Kawasan Agropolitan Kecamatan Cisurupan
	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

	18
	Penanganan pasca panen holtikultura dan tanaman pangan
	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

	19
	Pembangunan Jalan di Sentra Produksi Pertanian Tanaman Pangan
	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

	20
	Pengembangan plasma nutfah domba garut di Kecamatan Cikajang, Leles, Cisurupan dan Tarogong Kaler
	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

	21
	Pembangunan pelabuhan pendaratan ikan di Rancabuaya
	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

	22
	Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Dikawasan Strategis Kabupaten (KSK) Minapolitan Kecamatan Tarogong Kaler dan Sekitarnya
	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

	23
	Pengembangan Tanaman Kopi Rakyat di Kecamatan Cisurupan
	Dinas Perkebunan

	24
	Pengembangan Tanaman Karet di wilayah Garut Selatan
	Dinas Perkebunan

	25
	Pengembangan Hutan Lestari
	Dinas Kehutanan

	26
	Penanganan Daerah Rawan Pangan
	Dinas Ketahanan Pangan

	27
	Pengembangan Lumbung Pangan 
	Badan Ketahanan Pangan

	28
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata Unggulan
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

	29
	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM (mengembangkan dan menciptakan kewirausahaan baru)
	Dinas Koperasi UMKM dan BMT
Dinas Perindagpas

	30
	Revitalisasi Pasar Tradisional Wanaraja, Leles dan Samarang
	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

	31
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah*
	Dinas Pendidikan

	32
	Program Beasiswa Perguruan Tinggi*
	Dinas Pendidikan

	33
	Pembangunan Gedung Perpustakaan dengan Pengadaan Mebeulair dan Teknologi Informatika Perpustakaan **
	Dinas Pendidikan

	34
	Kejar Paket Kesetaraan ( Paket B dan C )**
	Dinas Pendidikan




7.6	Kebijakan Mewujudkan Ketahanan Pangan 
Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya  pangan bagi Negara sampai dengan individu, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata dan terjangkau serta sesuai dengan keyakinan dan budaya, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan seluruh penduduk yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa, Keluarga hingga perorangan. Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu, yang didasarkan pada Optimalisasi dan berbasis keragaman sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Mengingat pangan juga merupakan komoditas ekonomi, maka dalam pembangunannya dikaitkan dengan peluang pasar dan peningkatan daya saing produk, dengan memanfaatkan keunggulan komperatif dan kompetitif serta memanfaatkan teknologi spesifik lokasi. Produksi pangan sebagian besar dilaksanakan oleh petani/masyarakat dengan skala usaha kecil di perdesaan, sehingga pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi perdesaan dan sekaligus mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan kelaparan. Ketahanan pangan, di samping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi manusia, juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh sebab itu, seluruh komponen bangsa baik Pemerintah, Masyarakat dan Pihak Swasta, mulai dari Pusat, Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sepakat untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan Nasional maupun Daerah. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralistis saat ini, pelaku utama pembangunan pangan mulai dari produksi, penyediaan, distribusi dan konsumsi adalah masyarakat, sedangkan pemerintah lebih berperan sebagai inisiator, fasilitator, serta regulator, agar kegiatan masyarakat 
Pemerintah Kabupaten Garut  sebagai bagian integral dari Pemerintah Pusat yang telah menyatakan komitmen dan berperan aktif, dalam berbagai hal untuk melaksanakan aksi kemanusiaan, terutama mengatasi masalah kekurangan pangan dan kelaparan, kekurangan gizi serta kemiskinan. Kesepakatan tersebut antara lain tertuang dalam Deklarasi Roma Tahun 1996 pada KTT Pangan Dunia (World Food Summit 1996) dan ditegaskan kembali dalam World Food Summit: five years later (WFS:fyl) 2001, serta deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) yang isinya antara lain menyepakati mengurangi angka kemiskinan ekstrem /penduduk lapar dan kerawanan pangan di dunia sampai setengahnya pada tahun 2015. 
Strategi dan arah Kebijakan Ketahanan Pangan diselaraskan dengan Peningkatan kualitas pelayanan ketahanan pangan yang dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target Standar Pelayanan Minima (SPM) bidang ketahanan pangan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/PERMENTAN/  OT.140/12/2010 Tentang  SPM  Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan pencapaian target indikator SPM bidang ketahanan pangan, yang meliputi  hal-hal sebagai berikut:
1) Menjamin ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan terkait dengan penyediaan lumbung pangan;
2) Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal; 
3) Menjaga stabilisasi harga, distribusi serta  keamanan pangan.
Selanjutnya  strategi dan arah kebijakan ketahanan pangan memperhatikan  beberapa kebijakan diantaranya : 
1) Penyusunan kebijakan terkait tindak lanjut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang konversi lahan pertanian ke non Pertanian termasuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum termasuk fragmentasi lahan karena proses pewarisan, serta mencantumkan Luas Lahan dan Lokasi Lahan Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan. Khusus lahan beragroekosistem sawah dan lahan kering tanaman pangan (Konversi sawah menjadi lahan non pertanian), perlu pemberian insentif perlindungan lahan pertanian produktif;
2) Pengembangan usaha penangkaran benih/bibit serta klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan secara luas sesuai dengan Kebutuhan Benih Lokal daerah, sehingga benih/bibit dapat terjangkau petani, dan mencegah beredarnya benih/bibit palsu di masyarakat sangat merugikan petani. Sertaa  harus memberikan insentif bagi petugas perbenihan/perbibitan;
3) Fasilitasi pemanfaatan skim kredit program yang sudah ada (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi/KKP-E, Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan/ KPEN-RP, Kredit Usaha Pembibitan Sapi/KUPS dan Kredit Usaha Rakyat/KUR) melalui sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi di tingkat lapangan;
4) Memperkuat peran penting Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Pengawas Benih Tanaman (PBT) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) melalui peningkatan jumlah petugas lapangan dan mendorong munculnya penyuluh swadaya; dan
5) Inventarisasi kelompok tani/gabungan kelompok tani, serta mengembang industry perdesaan yang melibatkan kelompok tani/gabungan kelompok tani.

Adapun Strategi yang akan ditempuh dalam pembangunan pangan Kabupaten Garut Tahun 2014-2019  yaitu :
1. Meningkatkan ketersediaan, akses pangan, kualitas, keragaman dan keamanan pangan masyarakat;
2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan  ketahanan pangan;
3. Pengembangan jaringan kerja dengan stakeholders dalam pembangunan ketahanan pangan;
4. Pengendalian pemanfaatan sumber daya alam;
5. Peningkatan produktivitas dan pengamanan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
6. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang dan jasa;
7. Meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil peternakan;
8. Meningkatkan kapasitas dan kapital produsen pangan baik untuk perluasan pengusahaan maupun peningkatan kemampuan bersaing
9. Mengembangkan, mendorong dan memfasilitasi pengembangan kelompok masyarakat ( desa mandiri pangan, dan sebagainya);
10. Meningkatkan kapasitas dan kapital produsen pangan baik untuk perluasan pengusahaan maupun peningkatan kemampuan bersaing ; 
11. Memfasilitasi dan mendorong berkembangnya lembaga-lembaga pembiayaan masyarakat/lembaga keuangan mikro untuk meningkatkan akses terhadap permodalan;
12. Pengembangan kapasitas produksi melalui rehabilitasi kemampuan dan pembangunan baru jaringan irigasi dan optimalisasi pemanfaatan keragaman sumberdaya alam (lahan, air dan perairan);
13. Menangani kerawanan pangan, termasuk penanganan ibu hamil anemia besi dan balita gizi buruk;
14. Pengembangan industri pangan berbasis bahan baku tepung-tepungan non beras;

Arah Kebijakan pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, antara lain :
1. Peningkatan ketersediaan, dan penguatan distribusi, akses cadangan pangan;
2. Pengembangan aneka ragam serta keamanan konsumsi pangan masyarakat;
3. Penanganan daerah rawan pangan;
4. Peningkatan pembangunan sistem ketahanan pangan;
5. Peningkatan luas areal tanam lahan basah dana lahan kering;
6. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan;
7. Pengamanan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
8. Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien;
9. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan;
10. Optimalisasi pelatihan dan pembinaan pelaku usaha peternakan, perikanan dan kelautan;
11. Pengembangan kawasan usaha peternakan (village breeding centre) dan peningkatan sarana prasarana produksi ternak;
12. Pengembangan kawasan sentra perikanan dan peningkatan sarana prasarana produksi.
Selanjutnya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dikabupaten Garut perlu dilakukan langkah -  langkah strategis sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan keberadaan Dewan Ketahanan Pangan daerah serta harus dilaksanakan rapat koordinasi secara reguler untuk mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaianya serta perlu dibentuk kelompok kerja (Pokja) ketahanan pangan ;
2. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan dan regulasi yang terintegrasi dan sinergi  serta tidak saling tumpang tindih terutama untuk pengendalian lahan penyediaan infrastruktur irigasi ;
3. Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai dan mampu menggerakan masyarakat dan swasta secara bersinergi  untuk mewujudkan ketahanan pangan ;
4. Mengembangkan pemanfaatan sumber daya dan kearifan pangan lokal yang dimiliki serta dapat diolah menjadi bahan setengah jadi untuk mendukung Program Subsidi Pangan Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ;
5. Pelaksanaan gerakan penganekaragaman konsumsi pangan  seperti ‘One Day No Rice ‘ dan Gerakan Makan Malam Tanpa Nasi ;
6. Penyusunan Roadmap Ketahanan Pangan di kabupaten Garut periode 2015 - 2020 sebagai acuan untuk mewujudkan kemandiriaan pangan di kabupaten Garut.     

7.7. 	Prioritas Program Pembangunan Daerah 2014 - 2019
Prioritas program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi pembangunan Kabupaten Garut periode Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

A. Misi I : Meningkatkan tata kelola pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, prima untuk mewujudkan kehidupan masyarakat bermartabat dan agamis;
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
5. Program Pendidikan Menengah;
6. Program Pendidikan Non Formal;
7. Program Budaya Baca;
8. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan;
9. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
10. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
12. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Obat & Perbekalan Kesehatan;
13. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
14. Program Manajemen Kesehatan;
15. Program Pengelolaan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
16. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
17. Program Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak;
18. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;
19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
20. Program Pengembangan Lingkungan Sehat; 
21. Program Pengawasan Obat dan Makanan;
22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
23. Program Pengadaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Puskesmas dan Jaringanya;
24. Program Keluarga Berencana; 
25. Program Pelayanan Kontrasepsi;
26. Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
27. Program Memperkuat Dukungan Partisipasi Masyarakat;
28. Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
29. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan;
30. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
31. Program  Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; 
32. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
33. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
34. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
35. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
36. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi;
37. Program Peningkatan Kehidupan Beragama;
38. Program Peningkatan Pendidikan Agama;
39. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

B. Misi II : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal;
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
2. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan;
3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan;
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian;
6. Program Pengembangan Jaringan Irigasi  Pedesaan;
7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan;
8. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan;
10. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan & Teknologi;
11. Program Pengembangan Agribisnis;
12. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;
13. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan;
14. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
15. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
16. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;
17. Program Rehabilitas Hutan dan Lahan;
18. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan;
19. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan;
20. Program Pengembangan Kemitraan, Destinasi, Promosi Wisata;
21. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Konduksif;
22. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
23. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
24. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
25. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
26. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial;
27. Program Penataan Struktur Industri;
28. Program Pembinaan Pasar, Pedagang Kakilima dan Asongan;
29. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
30. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
31. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

C. Misi III : Mewujudkan Kualitas Infrastruktur yang Memadai serta Lingkungan yang Sehat, Aman dan Nyaman;
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
3. Program pembangunan infrastruktur perdesaan;
4. Program Pembangunan lingkungan sehat permukiman dan perumahan;
5. Program Pengembangan Perumahan;
6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Wilayah Perkotaan & Perdesaan;
7. Program Pengembangan Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih;
8. Program Penataan Perkotaan dan Pedesaan;
9. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;
10. Program Perencanaan Tata Ruang;
11. Program Pemanfaatan Ruang;
12. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
13. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan  Jaringan Pengairan lainnya;
14. Program Pengendalian Banjir;
15. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta konservasi sumberdaya air;
16. Program Pembinaan,  Pengembangan Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi;
17. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
18. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;
19. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
20. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
21. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam;
22. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan  Hidup;
23. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
24. Program Mitigasi dan Adaptasi perubahan iklim;
25. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam;
26. Program Peningkatan Pengendalian Polusi ;
27. Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut;
28. Program Ruang Terbuka Hijau;
29. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana persampahan;
30. Program Pengelolaan Areal Pemakaman.

D. Misi IV : Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah serta Membangun Kehidupan Sosial Politik yang Demokratis dan Berbudaya Luhur;
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa;
3. Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan daerah; 
4. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah;
5. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah;
6. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
7. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Program Penataan Daerah Otonomi Baru;
9. Program Penataan Kelembagaan;
10. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
11. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
12. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
13. Program Peningkatan pelayanan publik;
14. Program Pengendalian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa;
15. Program Penyelesaian Konflik Pertanahan;
16. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
17. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
18. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Program Pengembangan Data/Informasi
20. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
21. Program Kerjasama Pembangunan;
22. Program Pendidikan Kedinasan;
23. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
24. Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur;
25. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
26. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur  Pengawasan;
27. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
28. Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah;
29. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
30. Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik;  
31. Program Pendidikan Politik Masyarakat.


7.7 Program Unggulan 
Misi 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas, Terjangkau, Prima untuk Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Bermartabat dan Agamis.
1. Gratis SPP bagi seluruh siswa SD, SMP, SMA serta beasiswa kuliah bagi putra-putri petani pedagang kecil *; 
2. Gratis berobat dan Ambulance bagi keluarga miskin *;
3. Bantuan operasional masjid dan madrasah diniyah *;
4. Pemberian insentif bagi Guru Honorer dan Guru ngaji *;
5. Pembangunan Perguruan Tinggi /Politeknik di Kabupaten Garut *;
6. Pengembangan sarana prasarana olah raga dan seni budaya lokal di desa/kelurahan *;
7. Peningkatan rata-rata lama sekolah melalui Program Pendidikan Menengah Universal dan “Rumah Cerdas”;
8. Perluasan aksesibilitas pendidikan;
9. Peningkatan partisipasi jalur pendidikan kejuruan;	
10. Pemberdayaan pemuda dan peningkatan prestasi olah raga; 	
11. Pembangunan Sarana Olah Raga (SOR) **;
12. Pembangunan Gedung Pusat Seni dan Budaya (Art Centre) **;
13. Pengembangan Islamic Centre **;
14. Pemberdayaan masyarakat dalam penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu akibat melahirkan melalui pembangunan Rumah Gizi; 
15. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; 	
16. Pemantapan kualitas tenaga dan fasilitas kesehatan dalam melakukan pelayananan kesehatan masyarakat; 	
17. Peningkatan Rumah Sakit dr. Slamet menjadi Tipe B Pendidikan **;
18. Peningkatan Rumah Sakit Pameungpeuk menjadi Tipe D **;
19. Pembangunan Rumah Sakit Garut Utara **;
20. Peningkatan Puskesmas Tanpa Tempat Perawatan (TTP) menjadi Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP), Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas dan Puskesmas DTP menjadi Puskesmas Pratama;
21. Pembangunan Gedung Perpustakaan Skala Nasional;
22. Optimalisasi sistem pelayanan jaminan kesehatan nasional;
23. Intensifikasi penyuluhan, pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;	
24. Pencegahan dini dan penanggulangan daerah rawan bencana alam melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana;
25. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), RTLH dan PMKS lainnya;
26. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
27. Peningkatan Kesempatan Kerja;	
28. Pemberian Kerja melalui Sistem Padat Karya (PKS-PK);
29. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;	
30. Pelestarian nilai-nilai budaya daerah;
31. [bookmark: _GoBack]Pembangunan Shelter (Rumah aman bagi korban kekerasan terhadap anak dan perempuan).

Misi 2 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal
1. Subsidi harga pupuk dan benih bagi petani kecil *;
2. Bantuan modal bagi usaha perempuan *;
3. Pengembangan Kawasan Jasa Perdagangan dan Industri kreatif;
4. Pengembangan Kawasan Peternakan;
5. Pengembangan Sentra bibit Sapi dan Domba Garut di Garut Selatan dan Utara;
6. Pengembangan Kampung Domba Indonesia (KDI) di Kecamatan Cikajang;
7. Pengembangan minapolitan di Kecamatan Tarogong Kaler dan daerah sekitarnya;
8. Pengembangan komoditas unggulan perkebunan (teh, kopi, karet dan akarwangi);
9. Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut, pengembangan Usaha pembibitan kentang industri, padi organik dan padi ketan;
10. Pengembangan kawasan agrowisata desa Barudua kecamatan Malangbong;
11. Pengembangan kawasan agropolitan di kecamatan Cisurupan dan sekitarnya;
12. Pengembangan komoditi Jagung hibrida;
13. Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
14. Pengembangan desa mandiri pangan;
15. Revitalisasi dan optimalisasi gedung trade centre di Bl. Limbangan;
16. Pembangunan pasar tradisional di wilayah perbatasan Kabupaten Garut;
17. Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
18. Pengembangan kewirausahaan, penguatan kelembagaan, usaha dan keunggulan kompetitif KUMKM;
19. Peningkatan keunggulan, daya Tarik wisata melalui pembangunan prasarana jalan ke objek-objek wisata lokal; 
20. Peningkatan iklim dan realisasi investasi Daerah;
21. Pembangunan pelabuhan pendaratan ikan;
22. Peningkatan produksi hasil laut melalui pengembangan sarana dan prasarana penangkapan dan areal tangkap;
23. Pengembangan pemanfaatan sumberdaya hutan berupa hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan;
24. Optimalisasi pengelolaan BUMD.

Misi 3 : “Mewujudkan Kualitas Infrastruktur yang Memadai Serta Lingkungan yang Sehat, Aman dan Nyaman.”
1. Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan *;
2. Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut; 
3. Perencanaan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Kawasan Industri terpadu;
4. Penanganan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni *;
5. Pembangunan/rehabilitasi jembatan rawayan;
6. Pengembangan sistem penyediaan dan pengelolaan air bersih diantaranya melalui perlindungan mata air Cibolerang kecamatan Wanaraja, dan mata air lainnya, serta pengembangan SPAM IKK perkotaan dan perdesaan;
7. Penataan Wilayah Perkotaan Garut;
8. Perencanaan pembangunan kawasan Induk Pusat Pemerintahan (IPP) dan sarana fasilitas terpadu Pemerintah Kabupaten Garut ;
9. Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Cimanuk By Pass Tahap II **
10. Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
11. Pembangunan Jalan Penghubung Kecamatan Karangpawitan-Banyuresmi ;
12. Pembangunan akses wisata Jalan alternatif Lingkar Cipanas dan Jalan alternatif Situ Cangkuang-Leles;
13. Pembangunan akses Jalan Alternatif Pasar Wanaraja; 
14. Peningkatan akses Jalan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Darajat;
15. Peningkatan akses Jalan Bungbulang – Cijayana dan Bungbulang – Sukarame;
16. Pelapisan hotmix ruas jalan perkotaan;
17. Pembangunan jembatan Cipasarangan kecamatan Cikelet dan jembatan Cimurah-Cipicung kecamatan Karangpawitan;
18. Perencanaan Pembangunan Jalan Alternatif Kadungora-Leles;
19. Perencanaan pembangunan jalan alternatif Garut – Cibatu;
20. Perencanaan pembangunan jalan alternatif Kota Balubur Limbangan;
21. Perencanaan Pembangunan jalan alternatif Balubur Limbangan – Malangbong;
22. Perencanaan pembangunan jalan alternatif Banyuresmi Situ Bagendit;
23. Revitalisasi TPA Pasirbajing dan Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Banjarwangi, Caringin dan Pameungpeuk;
24. Pengadaan alat angkut, alat berat persampahan;
25. Penanganan revitalisasi IPAL industri kulit Sukaregang;
26. Peningkatan penanganan pengelolaan PJU dan listrik untuk masjid besar dan madrasah diniyah;
27. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 
28. Pengembangan, pengelolaan, perlindungan dan konservasi lahan;
29. Perencanaan peningkatan terminal tipe A perkotaan kota Garut; 
30. Perencanaan peningkatan Terminal Tipe-B Malangbong;
31. Perencanaan Pembangunan Terminal Barang di Kecamatan Leles.
32. Penyusunan Rencana Induk Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Garut 2015-2020;
33. Rehabilitasi drainase perkotaan dan penanggulangan banjir perkotaan;
34. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
35. Pembangunan jaringan irigasi Leuwigoong;
36. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sumber daya air;
37. Penyediaan dan pengelolaan air baku;
38. Pengendalian banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai;
39. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam, mineral dan air tanah;
40. Pembinaan, pengembangan ketenagalistrikan pemanfaatan energi baru dan terbarukan serta pengkajian sosial ekonomi potensi panas bumi;
41. Elektrifikasi rumah tangga.

Misi 4 : “Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah serta Membangun Kehidupan Sosial Politik yang Demokratis dan Berbudaya Luhur.”
1. Pemberian insentif bagi RW dan RT dan Kader Posyandu*;
2. Pelayanan Dokumen Kependudukan, Akte Pencatatan Sipil dan gratis pembuatan akte kelahiran serta Laminasi *;
3. Peningkatan pemahaman ketahanan bangsa, pencegahan, penanganan konflik wilayah perbatasan, dan penyelesaian konflik pertanahan;
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah dalam rangka penerapan UU ASN;
5. Penataan Struktur Organisasi Tata Kerja kelembagaan pemerintah daerah;
6. Peningkatan pelayanan publik melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
7. Peningkatan pengawasan reguler, penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dan implementasi aksi daerah pencegahan korupsi;
8. Fasilitasi peningkatan pengawasan APIP dan pendampingan dalam penyelesaian tindak lanjut;
9. Peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat;
10. Pemeriksaan terpadu antar lembaga dan non lembaga;
11. Peningkatan informasi pengelolaan keuangan yang akuntabel;
12. Pengembangan sistem komunikasi dan informasi yang handal;
13. Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah daerah, kantor kecamatan dan desa/kelurahan;
14. Pengadaan tanah, sertifikasi dan penataan aset daerah;
15. Penataan Daerah Otonomi Baru;
16. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
17. Peningkatan penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan persiapan penetapan ISO;
18. Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa bagi Aparatur Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
19. Peningkatan Penyelenggaraan Program dan Optimalisasi pengelolaan aset PNPM Mandiri Pedesaan;
20. Peningkatan Penataan Sistem Administrasi Pemerintahan, kapasitas kelembagaan, dan tanah kas Desa;
21. Kajian Pembangunan Rumah Sakit Garut Utara di kecamatan Limbangan dan Rumah Sakit Jiwa ;
22. Kajian pembangunan jalan lintas cepat Limbangan, Kadungora-Leles, Garut Kota – Cibatu, Cijapati-Kadungora; 
23. Kajian pembangunan Mata Air Cibolerang kecamatan Wanaraja;
24. Kajian Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Perkotaan Garut dan Terminal Angkutan Barang di kecamatan Leles.
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